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ABSTRACT

Land dispute is a quite complicated and sensitive issue, since it related
with many life aspects either socialy, economically, politically, psychologically,
thus in its settlement the land dispute does not merely pay attention on juridical
aspect but also must be noticing on other life aspects in order the settlement of
those issues do not develop into restlessness which may disrupt community’s
stability. At present the dispute settlement through legal action does not always
settle the problems, hence mediation is taken as dternative for the issues
settlement. Generally mediation is conducted before trial or during trial before
inkracht van gewijsde ruling is issued, however in Kediri City, Province of East
Java the land dispute settlement in Civil Suit Number 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr was
taken through mediation after the execution. Following up this mediation result,
Land Office of Kediri City had ignored the Court Ruling by not performing
certificate cancellation which declared it did not have any legal force.

The aim of this research is to discover the Land Office’s ground in not
performing certificate cancellation in order to implement Court Ruling, to learn
the power of deed of peace after execution compared to Court Ruling that has a
permanent legal force; as well as to learn implication of mediation result after
execution to the parties.

This research used empirical legal method with statute approach and
analytical approach.

Result of this research indicates that: First, the Land Office of Kediri City
ground for not performing certificate cancellation in order to carry out Court
Ruling was due to the existence of peace among the disputed parties. Second, the
deed of peace did not have executorial power as put forth on Court Ruling that has
been inkracht, unless if the Deed of Peace was strengthened with the Peace
Ruling. Third, implication to the parties with the existence of mediation result
after execution was it had not provide any legal certainty, but the benefit was the
mediation result provided many benefits for the parties.
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut seiring dengan
meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya pembangunan. Elza
Syarief * berpendapat bahwa permintaan tanah yang tinggi tanpa diimbangi
dengan pasokan niscaya akan menghasilkan krisis dan pergesekan yang
berbentuk sengketa. Hal tersebut sebagaimana diutarakan dalam teori The
Tragedy of The Commons bahwa salah satu faktor munculnya konflik karena
adanya searcity (keterbatasan) dalam bentuk demand-induced yaitu ketika
sumberdaya yang statis terbagi menjadi potongan-potongan yang kecil sekali
untuk setiap individu maka akan muncullah konflik?.

Menurut Maria SW. Sumardjono,® “kasus-kasus pertanahan yang
menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut,
bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat dalam kompleksitas
permasal ahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi,
sosial, dan politik”. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang
cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek
kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis, sehingga dalam

penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek

' Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Peradilan khusus Pertanahan,
K epustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, him. 3.

> Tjahjo Arijanto, Sarjita dkk, Masalah Pertanahan Kontemporer dan Keamanan
Investasi Jangka Panjang (Long Term Profit), Prosiding ini dipresentasikan di Borobudur Room
Inna Garuda Hotel, Y ogyakarta, 30-31 Maret 2011, him 68.

*Maria S.W. Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah, Kompas, Jakarta, 2008, him. 1.



yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan aspek kehidupan lainnya agar
penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan
yang dapat mengganggu stabilitas masyarkat.

Terjadinya konflik dan sengketa pertanahan tidak terlepas dari proses
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan dikeluarkannya sertipikat
sebagai aat bukti hak. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan sertipikat berlaku sebagai
alat bukti yang kuat. Artinya sertipikat merupakan alat bukti sempurna.
Sepanjang tidak ada bukti sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang
tercantum dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan kepastian hukum
yang diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka sengketa pertanahan
tersebut dapat diselesaikan secara litigasi yang dilakukan melalui Pengadilan
dan secara nonlitigass melalui aternatif penyelesaian sengketa sebagaimana
yang dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa pertanahan, pada umumnya ditempuh melalui
jalur Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang masuk ke
Pengadilan. Di Kantor Pertanahan Kota Kediri dari 10 kasus pertanahan yang
masuk pada tahun 2013 ada 7 kasus yang diselesaiakan melalui proses

pengadilan, sedangkan tahun 2014 dari 7 kasus pertanahan yang dapat



diselesaiakan, 4 diantaranya diselesaiakan melalui jalur hukum.* Selain dilihat
dari banyaknya kasus yang disel esaiakan melalui Pengadilan, juga dapat dilihat
dari klausul-klausul yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian, yaitu selalu
diikuti dengan kata-kata, “Kalau terjadi perselishan diselesaikan dengan
musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan diselesaiakan di
Pengadilan... .”

Gugatan ke Pengadilan selalu mengandung unsur pihak Penggugat atau
Para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat atau para turut Tergugat. Cara
penyelesaian sengketa melalui Pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara
Perdata®. Diharapkan dengan adanya hukum acara perdata, para pihak yang
bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak
lain melalui Pengadilan dan tidak main hakim sendiri.

Suatu putusan Pengadilan tidak ada gunanya jika tidak dapat
dilaksanakan. Oleh karena itu irah-irah pada setiap kepala putusan Pengadilan
yang berbunyi: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat memaksa pihak yang kalah
untuk menjalankan putusan Pengadilan yang telah mempunya kekuatan
hukum tetap. Pihak yang memenangkan perkara dapat mengajukan
permohonan kepada Hakim Ketua Pengadilan untuk segera melaksanakan

eksekusi terhadap objek perkara jika objek perkara masih berada di pihak yang

* Hasil wawancara dengan L eonel Orleans Da Luz, S.ST, Kasubsi Sengketa dan Konflik

Pertanahan Kota Kediri, tanggal 20 November 2014.

> Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi,

Konsiliasi, Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, him. 2.

® Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009,

Ed.VIII, him. 2. Hukum acara perdata mengatur tentang bagai mana caranya mengaj ukan tuntutan
hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.
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kalah sehingga ada keelasan mengenai status hukum kepemilikan objek
perkara.

Pelaksanaan eksekusi terkadang tidak serta merta menyelesaikan suatu
perkara, karena tidak menutup kemungkinan adanya perlawanan dari Pihak
Ketiga yang mengaku sebagai pemilik barang yang disita secara eksekutorial
tersebut (ps. 208 HIR, 228 Rbg).” Pada asasnya suatu putusan hanya mengikat
para pihak yang berperkara dan tidak mengikat Pihak Ketiga (ps. 1917 BW),
sehingga apabila Pihak Ketiga dengan adanya putusan tersebut hak-haknya
dirugikan maka dapat mengajukan perlawanan (ps. 378 RV).2 Ha tersebut
menunjukkan betapa lamanya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi
bahkan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, serta sering penyelesaian melalui
jalur litigasi memperoleh hasil yang mengecewakan, oleh karena itu diperlukan
solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui mediasi. Mediasi
sebagal solusi alternatif menawarkan cara yang khas, yaitu proses yang relatif
sederhana, sehingga waktunya singkat dan biaya dapat ditekan.

Mediasi dapat dilakukan sebelum Pengadilan (pra peradilan) dan dapat
dilakukan pada saat Pengadilan berlangsung sebelum adanya putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), namun di Kota Kediri,
Provinsi Jawa Timur ditemukan adanya kasus pertanahan yang diselesaikan
melalui mediasi di luar Pengadilan setelah melalui tahapan litigass mulai
tingkat Pengadilan Negeri (PN) sampai pada tingkat Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung (MA), bahkan telah dilakukan sita eksekusi. Hal tersebut

7 Ibid., him. 260.
¢ Ibid., him. 247.



memberikan daya tarik tersendiri bagi peneliti karena jika hal tersebut
berlangsung berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Perkara pertanahan yang disdlesaikan melaui medias di luar
Pengadilan tersebut yaitu Perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr. Perkara
tersebut diputus dengan Putusan Mahkama Agung tentang Peninjauan Kembali
Nomor 513 PK/PDT/2011. Putusan tersebut memutus Perkara Perdata antara
Sasono Adi Nugroho dan Ririn Widiastuti (Penggugat) selaku ahli waris
almarhum Gunawan (Liem Swie Gwan) yang merupakan kakak kandung satu-
satunya dari amarhum Soewito (Liem Swie Lian) melawan Poniran selaku
pekerja bengkel almarhum Soewito dan Wijiani selaku isteri Poniran (Tergugat
| dan Il) serta Tjahjo Indro Tanojo, SH selaku notaris pembuat akta waris dan
Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri (Tergugat 111 dan Tergugat 1V). Objek
perkara adalah harta peninggalan milik amarhum Soewito berupa dua bidang
tanah beserta bangunan dengan sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 168/Pakelan
atas nama Poniran yang sebelumnya merupakan Hak Guna Bangunan (HGB)
Nomor 671/Pakelan atas nama Soewito, dan sertipikat HM Nomor 349/Pakelan
atas nama Poniran, yang sebelumnya merupakan HGB Nomor 672/Pakelan
atas nama Soewito. Kedua obyek perkara tersebut terletak di Desa Pakelan,
Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri (sekarang dikenal dengan jaan
Monginsidi, Nomor 38/40, Kota Kediri).

Di dalam amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 513 PK/Pdt/2011

memutuskan Sasono Adi Nugroho dan Ririn Widiastuti (Penggugat) berhak



secara hukum atas tanah serta bangunan objek perkara dan Sertipikat HM
Nomor 168 dan menyatakan Sertipikat HM Nomor 349 atas nama Poniran
(Tergugat 1) tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan selain itu
menghukum Tergugat | dan Tergugat |1 atau sigpapun yang menguasai maupun
memperoleh hak dari Tergugat | dan Tergugat Il atas tanah dan bangunan
objek sengketa, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan
bangunan kepada Penggugat.

Putusan tersebut ditindak lanjuti dengan sita eksekusi terhadap tanah
dan bangunan objek sengketa yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi
Nomor 04/Pdt.Eks/2012/24/Pdt.G./2008/PN.Kdr atas dasar permohonan dari
pihak yang memenangkan perkara dalam hal ini adalah pihak Penggugat, akan
tetapi Sita eksekusi tersebut mendapat perlawanan dari Rudy Sentosa (Pihak
Ketiga) yang saat ini memiliki tanah dan bangunan obyek perkara yang
diperoleh melalui jual beli dari Poniran (Tergugat 1) berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 229/JB/Kota/VI11/2008 yang dibuat olen PPAT Tossy Satyarto
Satriayun, SH.

Para pihak kemudian bersepakat melakukan mediasi sebagai alternatif
penyelesaian sengketa perdata tersebut. Dimana Sasono Adi Nugroho; Ririn
Widiastuti (Penggugat) dan Poniran; Wijani (Tergugat) sepakat akan
menyerahkan atas tanah dan bangunan objek sengketa kepada Rudy Sentosa
(Pihak Ketiga), kemudian pihak Penggugat mengajukan Permohonan
Pencabutan dan Pengangkatan Sita Eksekusi atas penetapan Nomor

04/Pdt.Eks/2012/24/Pdt.G/2008/PN. Kdr, selanjutnya Pihak Ketiga memberi



ganti rugi atas tanah dan bangunan objek sengketa kepada Penggugat serta
melakukan pencabutan Perkara Perdata Nomor 48/ Pdt. PLW/2012/Pn. Kdr
dan Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.PLW/2012/Pn. Kdr.

Kantor pertanahan Kota Kediri daam rangka menindak lanjuti hasil
mediasi yang dituangkan dalam akta perjanjian perdamaian yaitu dengan
melakukan penghapusan catatan mengena adanya sengketa pada buku tanah,
sedangkan penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan Putusan
Pengadilan berupa pembatalan Sertipikat HM Nomor 168/Pakelan dan HM
Nomor 349/Pakelan atas nama Poniran belum dilakukan, padaha dalam amar
Putusan Perdata Nomor 513 PK / Pdt / 2011 menyebutkan bahwa Sertipikat
HM Nomor 168 dan Sertipikat HM Nomor 349 atas nama Poniran tidak
mempunyai kekuatan hukum.

Hal tersebut bertentangan dengan amanat dari Pasal 54 ayat (1)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perkaban)
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan menyebutkan bahwa : “ BPN RI wagjib melaksanakan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat
alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya”, kemudian dalam Pasal 54 ayat
(2) dijelaskan alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antaralain:
(@) terdapat putusan lain yang bertentangan; (b) obyek putusan sedang
diletakkan sita jaminan; (c) obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan
dalam perkara lain; (d) alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.



Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dapat berupa pelaksanaan dari seluruh amar
putusan, pelaksanaan sebagian amar putusan, dan/ atau melaksanakan perintah
yang secara tegas tertulis pada amar putusan. Hal tersebut sebagaimana diatur
dalam Pasal 55 Perkaban Nomor 3 Tahun 2011.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti merasa
tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Tindak Lanjut Hasil Mediasi
Pasca Sita Eksekusi Di Kantor Pertanahan Kota Kediri (Studi Kasus

Perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr)”

. Rumusan Masalah
Sebagaimana latar belakang di atas, untuk memperjelas fokus
penelitian, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Mengapa kegiatan pembatalan sertipikat dalam rangka melaksanakan
Putusan Pengadilan tidak dilakukan?
2. Bagaimanakah kekuatan eksekutorial akta perdamaian pasca sita eksekusi
dibandingkan dengan Putusan Pengadilan yang sudah inkracht?
3. Bagaimana implikasi hasil medias pasca sita eksekus terhadap para

pihak?



C. Batasan Masalah
Untuk lebih memfokuskan dan membatasi luas cakupan penelitian ini,
maka calon peneliti memberikan batasan masalah, yaitu hanya akan meneliti
dan mengkaji mengenai tindak lanjut hasil mediasi terhadap perkara Nomor

24/Pdt.G/2008/PN.Kdr.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Pendlitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui:

a. Alasan tidak dilakukan kegiatan pembatalan sertipikat dalam rangka
mel aksanakan Putusan Pengadilan.

b. Kekuatan akta perdamaian pasca sita eksekusi dibandingkan dengan
Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Implikasi implikas hasil mediasi pasca sita eksekusi terhadap para

pihak.

2. Manfaat Penelitian
a Manfaat teoritis
Tambahan pengetahuan bagi akademisi (mahasiswa) dan
praktiss mengenal kajian mendalam dari aspek hukum terkait tidak

lanjut hasil mediasi pasca sita eksekusi.



b. Manfaat Praktis

1) Pendlitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor
Pertanahan mengena tindak lanjut hasil mediasi yang dilakukan
setelah sita eksekusi  berkaitan dengan pemeliharaan data
pendaftaran tanah.

2) Agar dapat dijadikan pelgaran yang berharga bagi para pembaca
dan/atau masyarakat luas bahwa penanganan Sengketa pertanahan
dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi (non litigasi) sebagai
jalur damai atau win-win solution ketika penyel esaian sengketa yang
telah masuk ke jalur litigasi bahkan telah sampai sita eksekusi tidak

dapat siselesaiakan secaratuntas.

E. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan
etika akademis, pendliti harus dapat mengungkapkan kebaruan pendlitiannya.’
Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan melalui Karya llmiah
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), terdapat perbedaan antara
penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya.
Penelitian ini mengkaji mediasi lebih khusus, yaitu tindak lanjut dari hasil
mediasi pasca pelaksanaan sita eksekusi di Kantor Pertanahan Kota Kediri

(Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr)

° Hadi S. Yunus, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, Pustaka Pelgjar,
Y ogyakarta, 2012, him. 29
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Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dewi
Hartanti Djanggola pada Tahun 2013 dalam Skripsi yang berjudul Studi
Penyelesaian Sengketa pertanahan Melalui Mediasi Pasca Putusan Inkracht
Van Gewijsde (Studi atas Perkara No. 27/Pdt.G/1998/PN.Giri Kabupaten
Gianyar). Pendlitian tersebut mengkaji tentang alasan keberhasilan mediasi
dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi pasca adanya putusan
inkracht van gewijsde yang tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan penelitian lainnya meneliti mediasi sebagai aternatif
penyelesaian Sengketa pertanahan yang dilaksanakan di luar pengadilan
sebelum (pra) adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde). Penelitian-penelitian tersebut mengkaji mediasi secara
umum, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bustam pada Tahun 2008
dalam Skrips yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di
Kantor Pertanahan Kota Makassar Provins Sulawesi Selatan. Penelitian ini
mengkaji tentang bagaimana proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian
sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar serta faktor-faktor apa
yang mempengaruhi masyarakat/pihak-pihak yang bersengketa memilih
mediasi sebagal aternatif penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan
Kota Makassar. Pendlitian yang dilakukan oleh Triwahyudi Gusni pada Tahun
2012 dan Bagus Iryanto pada Tahun 2014 tidak berbeda jauh dengan penelitian
yang dilakukan oleh Bustam pada Tahun 2008, ketiganya sama-sama mengkaji
tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan medias sebagal alternatif

penyelesaian Sengketa pertanahan. Perbedaannya terletak pada daerah lokas
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penelitian dan pada metode penelitian yang digunakan. Jika penelitian yang
dilakukan oleh Bustam menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif,
lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Triwahyudi Gusni yang
menggunakan metode penelitian yuridis empiris, begitu pula dengan penelitian
Bagus Iryanto menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Fauziah pada Tahun 2011 yang
juga mengkaji mediasi secara umum, yaitu tentang bagaimana peran lembaga
mediasi dalam penyelesaian Sengketa pertanahan serta kendala-kendala yang
dihadapi selama proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

Penelitian lain yang mengkaji medias secara umum dilakukan oleh
Kornelis Pius Siprianus Kaju pada Tahun 2013, yaitu mengena sesuai tidaknya
penyelesaian Sengketa pertanahan melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kupang dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesa Nomor 03 Tahun 2011 serta faktor-faktor yang menyebabkan
penyelesaian Sengketa pertanahan melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kupang dapat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Andy Hariyanto pada
Tahun 2014, meneliti mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya
sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak di Kabupaten Nabire serta
upaya penyel esaiannya dari Kantor Pertanahan Kab. Nabire.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas, dapat dilihat perbedaan
antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan lebih jelas antara
penelitian ini dan penelitian terdahulu, dapat dilihat pada Lampiran 1.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1

Alasan Kantor Pertanahan Kota Kediri tidak melakukan pembatalan
sertipikat dalam rangka penyelesaian Perkara Perdata Nomor
24/Pdt.G/2008/PN.Kdr, yaitu:

Adanya kesepakatan perdamaian antar para pihak bersengketa yang
dikuatkan dalam akta otentik berupa Akta Perjanjian Perdamaian
Bersama, sehingga dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut
Para Penggugat selaku pemenang perkara tidak mengajukan
permohonan pembatalan Sertipikat. Hal tersebut didasarkan pada Pasal
124 ayat (1), Pasal 124 ayat (2) PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999,
dan Pasa 59 ayat (1) Perkaban Nomor 3 Tahun 2011 yang
mengharuskan adanya permohonan dalam rangka proses pembatalan
hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Akta perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana
Putusan Pengadilan yang sudah inkracht, kecuali jika Akta Perdamaian

tersebut dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;
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3. Implikas hasil medias pasca sita eksekus dalam Perkara Perdata
Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr terhadap para pihak adalah belum
memberikan jaminan kepastian hukum karena sertipikat yang cacat
hukum belum dibatalkan, namun jika dilihat dari segi kemanfaatan hasil

mediasi tersebut memberikan keuntungan bagi para pihak.

B. Saran
Saran yang dapat penedliti berikan terkait dengan tindak lanjut hasil
mediasi pasca sita eksekusi di Kantor Pertanahan Kota Kediri adalah sebagai
berikut:

1. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
memberikan spesifikasi khusus mengenai syarat menjadi mediator guna
mendukung keberhasilan pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan dalam
rangka penyel esai an kasus pertanahan;

2. Kantor Pertanahan Kota Kediri dalam rangka menindak lanjuti hasil
mediasi pasca putusan inkracht hendaknya tidak mengabaikan/
menegasikan amar putusan inkracht tersebut.

3. Masyarakat yang sedang berperkara di Pengadilan, namun kemudian
berkeinginan melakukan mediass di luar Pengadilan, hendaknya
memintakan agar Akta Perdamaian dikuatkan ke dalam Putusan
Perdamaian kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut guna
mendapatkan jaminan kepastian hukum sehingga terhindar dari gugatan

yang sama dikemudian hari.
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